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A. [bookmark: _TOC_250022]Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :
1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dankehidupan bagi warga masyarakat.



1








3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain sebagainya.
Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai, dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa.1
Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi, maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana  mengalokasikan  dana  tersebut  dengan  semestinya,  yakni  untuk

[bookmark: _bookmark0]1 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011), 15.
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pembangunan dan pemberdayaan maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni di antaranya :
1. Membina kehidupan masyarakat desa
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.2
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Secara
[bookmark: _bookmark1] Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003, hal.5


keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat.13 Banyak sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat mengenai APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan Pendapat Belanja Desa yang sebenarnya. karena APBDes tersebut harus transparan kepada semua masyarakat.
Menurut Dwipayana desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan- keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga- lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party government). 3
Sementara itu Noordiawan menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah,
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sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.
Menurut Mardiasmo menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar- benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.
Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak


berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama .
1. desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. kesejahteraan masyarakat desa rendah.

3. rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.

4. bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (public sector), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berakhirnya rezim pemerintahan orde baru mendorong masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya undangundang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Undang- undang tersebut didampingi dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua undang-undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masing-masing daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensinya.4
Reformasi merupakan awal pengguliran demokratisasi dan desentralisasi Kehidupan berbangsa dan bernegara. dalam reformasi terkandung maksud bahwa sistem bernegara yang sentralistik sudah tidak mungkin Lakukan lagi. karena dengan sistem tersebut telah mengakibatkan berbagai Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di daerah dan berbasis pada sikap tidak puas daerah atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat. Seiring berlakukannya otonomi daerah, perubahan terjadi dalam sistem pemerintahan desa. sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil di daerah dinyatakan dalam “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa (Lembaran negara Tahun 1979 nomor 56 tambahan lembaran

[bookmark: _bookmark3]4 Sutoro Eko, Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Yogyakarta, 2014, hal-23


negara nomor 3153) Yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan desa menyeragamkan nama, bentuk, susunan pemerintahan desa.
Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa, Pemerintahan desa bisa diartikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun tahun 2014 Diharapkan dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan yang selama dalam sistem pemerintahan desa Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, secara signifikan dan secara substansi membawa perubahan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 95 Jo Pasal 104 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan Lembaga masyarakat desa, karena kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban badan perwakilan desa Sangatlah tegas dan jelas sehingga mempunyai posisi tawar terhadap pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selain itu status anggota Badan Permusyawaratan Desa secara hukum mempunyai kedudukan setingkat Pemerintah desa.
Lahirnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 Tentang desa merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi


kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang- undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategic Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur.
Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemerintahan di Indonesia dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Selain itu Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk


menyelenggarakan otonomi daerah yang kemudian ditetapkan melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, peraturan itu dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Pengelolaan menurut Prajudi.5 Merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
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yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hak dan kewajiban desa yang berupa uang dan barang tersebut termasuk pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, yang semua itu terdapat dalam pengelolaan keuangan desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan APBDes dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa.6 Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bilah Barat, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah

[bookmark: _bookmark5]6 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cidesindo, Jakarta, 1996, hal-45


Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdorong Untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BERDAGAI”

B. [bookmark: _TOC_250021]Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Penggunaan APBDES ?
2. Bagaimana Prosedur Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Penggunaan APBDES?
3. Bagaiamana	Solusi Yang Dibuat Oleh Pemerintah Desa Terhadap Temuan Penggunaan APBDES?
C. [bookmark: _TOC_250020]Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gelar Megister S2 di Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Penggunaan APBDES.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Penggunaan APBDES.
4. Untuk Mengetahui Bagaiamana Solusi Yang Dibuat Oleh PeN merintah Desa Terhadap Temuan Penggunaan APBDES.

D. [bookmark: _TOC_250019]Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pemahaman tentang Batasan Kewenangan pejabat dan struktural desa dalam menggunakan, memanfaatkan mengelola dana desa, hingga melaporkan akuntabilitas dengan prinsip keterbukaan tentang dana desa yang dikelola untuk menghindari terjadinya kerugian negara berdampak pada tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai Undang-undang Desa, pertanggungjawaban hukum tentang pengunaan dana desa


b. Pejabata struktural desa

Menjadi suatu introspeksi diri bagi seluruh aparat desa yang menerina dana desa agar mampu menjalani tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku untuk mengelola, memanfaatkan dan melaporkan penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadinya kerugian negara.
c. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

E. [bookmark: _TOC_250018]Kerangka Teoris

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, Presiden of the World Bank, terdapat dua teori utama yang terkait dengan Corporate Governance adalah stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk


bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.7
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